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PREsIDEN
REPUI3LIK tNDONESI/t

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAN I(EDUA ATAS

PERATUMN PEMERINTAFI NOMOR 6 TAHUN 2OO5
ll

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DAEMH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Merrimbang a. bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ayat (l ) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, datt

Pemberhentian Kepala Dae rah dan Wakil Kepala

Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang

Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, Pasal 79 ayat (3)

huruf b, dan Pasal 110 aYat (3);

b, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, periu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Perubahan l(edua Atas Peraturan Pemerintah Nonrot'

6 'fahun 2OOS tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian l(epala Daererh

dan Wakil Kepala Daerah;

: 1.

2.

t

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

undang:undang Nomor 32 Tahun 2004 terrtang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Mr ngingat

Indonesia
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Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+37ll,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarrg

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 20OS tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1OB, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5a8);

3. Peraturan Pemerintah Nomqr 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, :Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daf rah dan Wakil I(epala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn

2005 Nomor 22, $ambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana tglah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4a9a\

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAI-IAN

IGDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6

TAHUN 2OO5 TENTANG PEMILII-IAN, PENGESAHAN

T'ENGANGKATAN, DAN PEMEIERHtrNTIAN KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

I(etentuan Pasa! 40 ayat (1) dan ayat (2\ Peraturan

Pemer.intah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah
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Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480),

sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor rT Tahun 200s (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20OS Nomor 39, Tambahan Lcmbararl

Negara Republik Indonesia Nomor 44941, diubah sehingga

Pasal 40 berbunYi sebagai berikut:

"Pasal 40

(1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang

dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Part'ai

Politik menjadi qalon Kepala Daerah danlatau Wakil

Kepala Daerah harus menjalani cuti di luar

tanggungan negara pada saat melaksanakan

kampanYe.

(21 Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota

yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menjadi calon Gubernur atau walcil

Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungarl

negara pada saat melaksanakan kampanye.

(3) Penjabat Kepala Daerah tidak daPat menjadi calon

KepalaDaerahatauWakilKepalaDaerah.

(4) Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang

dicalqnkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Polititt menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil

Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari

keanggotaan KPUD dan Anggota Panitia Pengawas

sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan

Kepala Daerah dari DPRD kepada KPUD'"

Pasal II

peraturan Pemenntah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

r, Gri- ..-.rlt-.{tFfiFfFllFa*Yd*l#a i'Ff 'r

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia. ,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 APril 2OO7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

R. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

I

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 APril 2OO7

MEI{TERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEI{BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO7 NOMOR 57
i

, Salinan sesuai dingan aslinYa

a #,---Y.tr{Z-^

Qt="j

ARI.AT NEGARA RI

e.h.tu ran Penr nd an g-u nd an gart
I(e sej ahteraan RalcYat,

snu Setiawan

fiff--tlr' *"'
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2OO7

TENTANG
I} 

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PBMERINTAH NOMOR 6 TAI-IUN 2OO5

TENTANG PEMILIHAN, PENGtrSAHAN PENGANGIGTAN, DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

I{etentuan dalam Pasal 40 ayat (1) du" ayat (21 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2OOS tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dar-r

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 perlu

disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerirrtah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
N.)mor 32 Tahun 2OO4 tgntang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I0B,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) khususnya
Pasal 59 ayat (5) huruf f, PasalT9 ayat (3) huruf b, dan Pasal 110 ayat (3).

.

Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

nienyatakan bahwa pada saat mendaftarkan pasangan calon l(epala
Daerah, wajib rnenyerahkan antara lain surat pernyataan kesanggLlpan

mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Kepala f)aerah
atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peratu{an perundang-undangan.

Lebih
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Lebih lanjr-rt dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b mdnyatakan pejabat negara
i.

yang menladi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

melaksanakan kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selnin itu, Pasal 110 ayat (3) menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan
:

dat sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya

untuk satu kali masa jabatan, sedangkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan

penrerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan Kepala Daerah dan/atatr

Wakit Kepala Daerah yang menjadi calon Kepala Daerah danlatau Wakil

Kepala Daerah di daerah lain wajib mengundurkan diri dari jabatanllya

sej lk saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Keinudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Bupati/Wakil Bupati atart

Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh, Partai Politil< atau Gabungan

par.tai politik menjadi calon Gubernur atau Walcil Gubernur wajib

mgngundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran.

Sernentara dengan Futusan Mahkamah Agung Nomor 4L P/HUMl2oo6

tariggal 2I November 2006, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturau

pe nerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi berbunyi: "Kepala Daerah

dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atatt

Ge:.bungan partai Politik menjadi calon Kepala Daerah danlatau Wal<il

Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri sejak saat pendaftaran oleh Partai

Potitik atau Gabungan Partai Politik.'

Di:ngan putusan Mahkainah Agung tersebut di atas maka ketentuan Pasal

4(tt ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 masih harus

di,sesuaikan dengan Pasal 179 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32

Tr:,hun 2OO+. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 menyatakan haruts

cgti, sementara Peraturan Pemerintah (setelah Putusan Mahkamah Agung)

Tlty.takan 
wajib mengundurkan diri'

i^_
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tshun 1999, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, datt

Walikota/Wakil Walikota merupakan pejabat negara, sehingga apabila

rrtenjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka ketika

i

I

ll
liil

melaksanakan
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ruelalcsanal<atr lcampanye harus rnenjalankan cuti cli luar tapggunga n
nesaraiiii
Pet'atttran pernerirtt*it clitetapkani untuk ,rrrrjalanlcan unclang-unclapg
setragainratta lnestinya sehingga Peraturan Pemeriptaft Nomol' 6 'l'ahurr
2005 harlts sesuai clengall Undang-Undang Nomor 32 Talruyr 2OO4 sebagai
ttttclattg-tttrdang yang melrdeiegasilcan pengaturan lebih laljut. Olelr fuarepa
Prr t''t tttt'an Petnerintah Nomor 6 'fahun 2005 perlu clisesuailcan clengarrr

Urrtlanl4-Uttclatrg Notnor 32'l'ahttn 2OO4 tnal<a perlu mt: netaplcap F'cratrrrar.r

Pettrerirrtait tcntang Perubahan l(eclua Atas Peraturan Pernerintah Nornor' 6
'l'altutt 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Penganglcatan, clarrr

Pernber-trentian l(epala Daerah dan Wal<il l(epala Daerah.

II. PASAL DtrMI PASAL,

Pa:;al I ,

Pasal 40

Ayat (1)

Culcup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Culcup jelas.

Ayat (a)

Yang dimalcsr-rd dengan

, I(PUD, dibul<tilcan dengan

Pej abat yang berwenang.

pengulrduran diri sebagai Anggr>ti,r

sLlrat l(eputusan pernbe rhentian clarri

Pirsal II

Cul<up jelas.
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